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Suatu negara kesatuan, baru bisa dikatakan telah berwujud suatu pemerintahan
yang demokratis tatkala kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah
dijalankan secara efektif dalam pemberdayaan kemaslahatan rakyatnya.
Pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan meliputi kewenangan
zelfwetgeving dan zelfbestuur, yang dengan itu mengakomodasi kepentingan

rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis.

Di dalam buku ini, penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah
serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas
dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk
dan susunan negara, konsep pembagian kekuasaan (general competence,

ultravires, campuran) dan konsep negara hukum, serta konsep negara demokrasi.
Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi.

Komprehensivitas kajian dalam buku ini ditunjukkan dengan analisis dan

perbandingan dari setiap peraturan dan perundangan yang pemah ada dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia. Totalitas penyusunan buku ini akan Anda

temukan dengan melihat kelengkapan bahan kajian dan referensi yang disajikan
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penulis. -
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